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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis mendapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban 

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 

sosial D.I.Yogyakarta.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, Berdasarkan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara 

tindak pidana narkotika bentuk perlindungan hukum terhadap pecandu 

penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi  dengan melakukan 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan dalam Pasal 54,56, 

103 serta dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 

4 ahun 2010 dan SEMA nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan 

pecandu penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial sebagai dasar bentuk perlindungan hukum 

bagi pecandu penyalahgunaan narkotika yaitu pecandu penyalahgunaan 

narkotika melakukan program rawat inap awal, program lanjutan; dan 

program pasca rawat.  
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Program rawat awal inap awal dilakukan minimal 3 (tiga) bulan 

untuk kepentingan asesmen lanjutan, serta penatalaksanaan medis untuk 

gangguan fisik dan mental. Program lanjutan meliputi program rawat 

inap jangka panjang atau program rawat jalan yang dilaksanakan sesuai 

standar prosedur operasional. Pelaksanaan program lanjutan dengan 

program rawat jalan hanya dapat dilaksanakan untuk pecandu, 

penyalahguna dan korban penyalagunaan narkotika yang diputus 

bersalah oleh pengadilan dengan pola penggunaan rekresional dan jenis 

narkotika amfetamin, dan ganja, dan/atau di bawah 18 tahun.  

2. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban 

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 

Sosial D.I.Yogyakarta 

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang 

diamanahkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah 

dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Terhadap 

proses tersebut korban harus menjalani sampai ahkirnya pulih. Pada 

proses ini maka para korban akan terlebih dahulu melakukan asesmen 

yang di lakukan dengan pemeriksaan urin atau rambut, setelah 

melakukan pemeriksaan tersebut maka di lakukan wawancara, setelah 

wawancara maka korban tersebut di lakukan pemeriksaan fisik untuk 
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mengetahui tingkat kesehatan korban serta pemberian terapi 

simptomatik dan kemudian rencana terapi. 

B.  SARAN 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat hendaknya menggali informasi tentang bahaya narkotika, 

dan membatasi diri terhadap pergaulan yang dirasa menimbulkan dampak 

negatif. 

2. Orang tua diharapkan meningkatkan perhatian dan pengawasan 

 terhadap lingkungan putra putri, serta menciptakan lingkungan rumah 

yang nyaman dan aman bagi anak. 

3. BNN diharapkan menambah kuantitas frekuensi sosialisasi bahaya 

menggunakan narkotika dan zat-zat adiktif kepada masyarakat baik secara 

langsung maupun melalui media sosial di masyarakat. 

4. Pemberian perlindungan narkotika tidak sepenuhnya diserahkan oleh 

pemerintah, perlu peran serta masyarakat untuk merangkul mantan pengguna 

narkotika tanpa melakukan tindakan yang bersifat deskriminatif dalam 

kegiatan bermasyarakat. 
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